RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap

Tempat danTanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Perkawinan
Alamat

Pendidikan
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: Fitriah

: Pontianak, 29 November 1993
: Islam

: Indonesia

: Belum Kawin

: JI.Kelayan A gang Sejahtera 3

a. MI.An-Nuriyyah 1, tahun 2000-2006

b. MTSN Kelayan, tahun 2006-2009

c. MAN 2 Model Banjarmasin, tahun 2009-2012

d. IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan
Ekonomi Syariah, tahun 2012-2016

2

Pengalaman Organisasi

©

Orang Tua
Ayah
Nama
Pekerjaan
Alamat
Nama
Pekerjaan
Alamat
10. Anak ke

: KAMMI

: Alm. Madari

: Punati
: Pedagang
: JI.Kelayan A gang Sejahtera

: 3 dari 5 bersaudara

Banjarmasin 24 Juni 2016

Fitriah



Nama

Profesi

Waktu

10.

11.

12.

Pedoman Wawancara (Pengurus)

Bagaimana Manajemen pengelolaan dana infaq dua ribu?

Bagaimana konsep Awal Perencanaan infaq ribu?

Bagaiman Pengorganisasian dalam Infaq ribu ?

Bagaimana Pelaksanaan pengumpulan dana Infaq ribu?

Bagaimana Pengawasan dilakukan dalam mengelola infaq ribu?
Bagaimana peran pemimpin dalam pelaksanaan program infaq ribu?
Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana infaq
ribu?

Berapa pendapatan infaq ribu tahun 2015?

Bagaiman evaluasi dilakukan dalam pengumpulan infaq dua ribu?
apakah kendala dalam manajemen pengelolaan dana infag dua ribu selama
ini?

Bagaiman Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin membagi hasil
dana infaq dua ribu?

Bagaimana metode pendayagunaan dana infaq dua ribu?



Pedoman Wawancara (Mustahik)
Nama
Profesi
Waktu

1. Sejak kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS kota Banjarmasin?
2. Manfaat bantuan yang anda terima seperti apa?

3. Apakah bisa membantu memenuhi kebutuhan?
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Foto saat wawancara dengan Bapak Murjani Sani ketua Badan Amil Zakat
Nasional Kota Banjarmasin



T wmm LLLLLULLLLLLL

=
A

[

Foto saat wawacara dengan mahasiswa IAIN Antasari Ali Maki penerima bantuan
Beasiswa dari Infag dua ribu
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaann yaitu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang
mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, danPasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di
luar zakat untuk kemaslahatan umum.



10.
11.

12.

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau
badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban
menunaikan zakat.
Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga
yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaanzakat.
Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan
zakat.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk
biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:
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syariatlslam;
amanah;
kemanfaatan;
keadilan;
kepastian hukum;
terintegrasi; dan
akuntabilitas.
Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.

b.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
dan

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

emas, perak, dan logam mulia lainnya;
uang dan surat berharga lainnya;
perniagaan;

pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
peternakan dan perikanan
pertambangan;

perindustrian;

. pendapatan dan jasa; dan rikaz.
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(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang

dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.



(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan
sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat
mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB I1
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota
negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan

zakat secara nasional.
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama
dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada
Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
8(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur
pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari
kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9



Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 10
(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas
usulMenteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:
warga negara Indonesia;
beragama Islam;
bertakwa kepada Allah SWT;
berakhlak mulia;
berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
sehat jasmani dan rohani;
tidak menjadi anggota partai politik;
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
meninggal dunia;
habis masa jabatan;
mengundurkan diri;
tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus
menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian
anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat
BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota
Pasal 15
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota.



(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah
mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan
BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan
pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri
atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau
BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan
fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi,
dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta
dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama
lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 17
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18
(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.
(2) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
berbentuk lembaga berbadan hukum;
mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
memiliki pengawas syariat;
memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan
kegiatannya; bersifat nirlaba;
memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
Pasal 20
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,
pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB I11
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 21
(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri
ataskewajiban zakatnya.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki
dapat meminta bantuan BAZNAS.
Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari
penghasilan kena pajak.
Pasal 23
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap
muzaki.
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Pasal 26
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,
dan kewilayahan.
Bagian Ketiga
Pendayagunaan
Pasal 27
(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Pasal 28



(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang
diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat
dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan
pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah
daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media
elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS

provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Hak Amil.
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kotadapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Pasal 32
LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.
Pasal 33
(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud
dalamPasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.



(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi,
sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan
terhadap BAZNAS dan LAZ.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui
BAZNAS dan LAZ; dan
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan
olen BAZNAS dan LAZ; dan
b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 37



Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan,
menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau
dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang
berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan
pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 41
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pasal 42
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan
kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku
tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang
ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota
yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan
fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai
terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku
dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5

(lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 11
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Jalap Aberad Yand KILA,S Tolepas (8511) J2S™0 Basjarmanle Kade Fas 23S

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSH
Nomoe : InALLVPROOSY 3341 2016

Memperbatikan sural permokenan Sandan (1) dan Tasil sapat Tis Seleksi Proposal Skripsi
berkenaz desgan perubahan judol, maka kami dapat menyengel dan menctspkam jodl yamg Sar
terhaidap kripsi Ssudara {7) :

Nima . Fitrizh

NIM O o R R

Pogreaylunsas ¢ S5 Ekoseml Syarish

Judul Teedshulo : Mangjemwn Posgeloliman Duna Infhg Kupon Usiuk Kesenhieramn
Masyarakal {Ssali Kasus Badan Amil Zakat Kotz Basonniss)

Judul Bars ¢ Manzjemen Pengelobizn Dora Progrem Infaq Dua Ribu Pads Badan
Amil Lakat Nasioml Kot Bangamissin

Dengan 1m peatbimbing sebagai berkut :

Pembimbing | ¢ v Syaugl Mubzrak Seff, Mo
Fembimbang 1 ¢ Des. W Syshrudi, ML)

Saudara (£) diharaphan segera melakukan koasulizs! dengen pestimbing | dan pembimbing
11 gusa rendapatban arahan dakam rasgka persiapan pembaatan rips solbinjulnya,

Demikian penetapan &d dibuat uraek diketzhul dan di

Tenboon

1 Rebler AIN Artasart (aag bowean);
2 Dot pemdinhing | o ponabinsding 11,
5 Mao! wa i)yt

& Anip
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J. A Yooi Km 45 T 11) IN8783 005
Nemer - mOILIPPO0Y 031 /018 Banjarmasin, 19 Febeuari 2018
Laep. 1 naskah proposal
Hal  Peslepan Visktu Seminas Propesal Poositisn Mshatisia

Kepada Yih
Pitriah / 1201150102
"

Qamparmasin

Assalamy/siadum wr wé

Berdasadin sl permehonan Soudara (1) tertanggal 16 Febreari 2018, maka dengan Inf
Owdin Fadadas Syariah dan Ekonemi ickam LAIN Aatatart menelapkan vkt seminar peepesal
senedtian keowda:

Nama /NM . Fitah / 1201150102
dorusan . Exenomi Syariah

e . Mangjeoen Pengeiiasn Dast hisg Kipon unluk Kesejableraen
Masyarakat (Stedi kasus Badan Ami Zstat Kota Bargarmasin)

Harl/Tanggal + Jumat, 19 Fobruari 2018
Wty

+ 0000 « selessi
Tempat © Ruang Menagasyeh
dengan suaman e seminar sedagal berikut,

Pengef 1 ¢ Dr, Sysug Mabarak, MA.
Pengsfi 1 : Drx. H, Syshrudl, MFILL
Pengajl 11l ¢ Lutpl Sahad, MSI
Pembahas Utams |« Ling / 1201150117
Pombatvs Utarns ) : Aisyaly / 1201100200

Yemiian sieal i dbuat usliA dperpunaban sebagamma mestiya.

Wessalamy siaum wr, wh
W W
L/, Hads Fouk Asn, Le., MS)
TR 19790410 200501 § 010
Catatan;
Diltarap pertaksanaan seminar tepat wadly uihk
Meeghind i tertendamya seminas-seming berbudinye

LBl
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LA Yori Km 4.5 Tep. {0511 1023
SURAT KETERANGAN

Nomor: InOALIPPOO.N 744 1209

Yang bertanda tangan di bavwah ind, Deban Fakultes Syariah dan Exonomi lstam JAIN Antasari,

memyataban dongan sebenarm@ batws.

Nama * Fiwish

NV . 1150102

Jnsan : Ekonosi Syariah

Jod i ! Mangjeren Pegeltisan Dana Infaq Kupon umsk Kessjaherasn

Masyorakiat (Studl kasvs Badan Amil Zskat Kota Banjsrmsasin)

Tebah meteksanakan seoinar desain operasional pada;

HaTanggel * Jumal, 16 Februar 2016

Wity + 0930 « salesal

Tempat : Ruang Musagasyah
dengan vasunan m semisar sebagal berl,

Peagegi | * Dr, Sywegi Mubarak, MA,

Pengufi il i Dra, H, Sywhrudi, M.FiLL

Peogepl 11! + Lutpl Sabal, MSH

Pembahes Uleme | Ling / 1201150117
Pembahas Utama Il - Alsysh / 1201180206

Dernfidan surat keterangan ire dbust urtuk dperpanakan sebagainmans e iling.
Danjarmasin, 22 Februar 2016
b S
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N
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S/ NP 10790410 200501 1 019
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CInDHILETLO0GSE) 2016 Banjarmasin, 26 April 2016
: Penting

< Penmehoman 1om Riset

Y,

Ketw Badan Asil Zakin Nasional Kot Banjarsasin
di- Banjamasn

Assalamu'shaikees Wardmatelbh Wabarakatuh

Dengan Howal, yang bertands tesgan di bas ini memberikan rekomendasi kepaly ;

Nama : Frrink

Nim 2 1200150002

Jurusan ¢ Ekcaomi Syanah

Al ¢ )l Kelayan A Gy, Seabeera 1l

Ying bermaksed akan mengadakan survey dalam rangks pemusunan skrigsd dengan
Judal : "Mamajemen Peagedobian Dasa Infag Kupon snisk Kescjahternan
Musyarakat (Studi Kosus Baden Amil Zakat Kota Banjarmasin®,

Sehubungan desgan hal & aus, mchon Bapek/ ibe berkesan  memberikan
dinirckomendasi kepods mahasiswa tersebut umek melaksanaken rlset & unit ketja
yoetg Bapak/ itw plmpin, yesg skan dilaksanskan selims | (i) bulen dari ungzal (§
Mei 5/ tmggpal 08 Juni 2016,

Dermikion surat Ini dissmpaikan, s perbotian dan herpsamanya divcapkan terim
kaslh.

Wassabimu'abaikues Warabestullah Wabarakath
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W/ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS ~ KOTA BANJARMASIN

Badeo Ard) Lakor N ol

Sedrecaat | Lybn Pangeras Arcasar Komplek Magid Agurg Migaid han Banjanmasin T004) Telp (0511) 3254100

Nomor  : RO/BP.BAZNASVI2016 Bargarmasin, 08 Juni 2016
Lampiran : -
Hal t Surat Keterangan Selesal Riset
Kepads Yk
Delan Fakultas Syariah dan Ekooomi Tskam
TAIN Astasari Banjaroasin
i~ nuimuall

Assalarna”alaiiam Wr. Wo
Bersama dergen ini kami sampaikan bahea Maohasiseadi) yang terscbat di
bawah ini, teleh selesai melaksanakan PenelitanRiset di Bames Kota Banjarmasin yang
dimuksi dari tanggal 08 Mei </d tanggal 08 Juni 2016, yalos :
Nama/NIM : Fitriah'1201150102
Jurusan A Lkeaomi Syariah

Demikian kami sampaiken, atas perhatianaya kami vcagkan terimakasth,
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J.A Yari Km 45 Telp. (0511) 3285783 J7e

SURAT KETERANGAN
Nomor I, 0401 WPP 00, Q0284772016

Yang bectanda tangan & bavesh i, Dokan Falaftas Syarish dam Exsnomi Istam VAN Antasart,
memalukan dengan sebenarmya bowia;

Nama : Fitrieh b

NM - 11500

Jrusan : Elenomd Syarieh
Toleh mwlakesnakan wisn komprebensif pada:

MariTanggal  © Selasa, 20 Maret 2018
oy ; 11.00-12.00

Tempat : Ruang Musagasyah |
dengon susuman tim pengusl sabags beritut:
KebualAnggets © Dra. M) Mashunah Hanad, MA.

Anggela : ). Zuipa Makdah, MAg.
Savggeta ¢ Dr. Muhaimia, SAg., MA.

Adepen bl yeng dipersieh adatah: 30 dan dimyatakan Leks
Demiian curt knterangan inf dbuat untuk diperpunakan sedagaimena mastioyy.

Barjarmasin, § el 2018
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FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomar: [n0.04/111/PP.00.9/2279 /2015

Dekan Fakultas S yariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin
mencrangkan bahwa

FITRIAH

NIM: 1201150102
Kelahiran Pontianak, 29 November 1993
telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi
[slam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali.

\\*Juv\"' \
m?rfﬁr H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001
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KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

m /
Diberikan kepada
Fitriah
NIM. 1201150102

1elah mengikutl PRAKTIKUM LEMEAGA KEUANGAN SYARIAH (PRAKTIKUM A}
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah 1AIN Antasari
Semester Ganjil Tahun Akademik 201472015 dengan memperoleh nilai 85,00 (A)

Banjarmasin, 22 Desember 2014

Kewua Jurusan Ekanomi Syariah,

171>

" N
Hasan,, M.H. H. Harls mu._._g‘v)m:mi.. Lc., M5
NIP. 19790410 200401 1 010
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Jsdan A, Yani Km. 4.5 8 (0511) 3265783 Banjarmasio 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER
Nem :rﬁlnak
NIM ¢ [2okevie2
Jurusas b EXotat (grah
Semestes xm

Tabun Akademik ;2005 30k

. JUMLAH NILAI
NO ASPEK KEGIATAN KEGIATAN | KUMULATIF KETERANGAN
I. | Asped Pakak
o Aspek kesgamaan e mora) 4 b
Pancasiks,
b, Aspek penalare dan ideatisme. *o BC
¢ Aspek  kepemimpiean  dan
Inyalitas terbadip
womavalerpepimy g dan
FAME
2. | Aspek Penunjung :
3 Aspk pemenehan kil dim
minat
b, Aspek pengsbdian masyarakat \ 4
JUMLAH 4 9¢

Banjamsasin, 13, .. 0. A0k.... .....

= an. Dekan,
/7 Daksy Pesaschat Pembantu Dekan
S e B 1) Begian Kemahasiswisin dan Akumni,
‘1 ! = %
s 4 .' “ !d i.“ ’j!.l
NI 1161 650 o1 NIP 19700206 200003 1 002

Dilveset eanghsp 3 (tigak

+ 1 (satu) renghap ustuk Ikees Penschat

- 1 (sae) mngkap ustuk Subbag Mikwa

= | (svtu) rnghap unosk viag bersangiutan



